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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 4741/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali  telah memutus dalam

perkara:

PT  PANASONIC  GOBEL  LIFE  SOLUTIONS
MANUFACTURING  INDONESIA,  beralamat  di  Kawasan

Industri Menara Permai, Jalan Narogong KM. 23. 85 Dayeuh,

Cileungsi  Bogor  16820,  yang  diwakili  oleh  Heru  Santoso,

jabatan Wakil Presiden Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;
Lawan

DIREKTUR  JENDERAL  BEA  DAN  CUKAI,  tempat

kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230;

Dalam  hal  ini  diwakili  oleh  kuasa  Meidy  Kassim,  jabatan

Pemeriksa  Bea  dan  Cukai  Madya,  Pada  Direktorat

Keberatan,  Banding  dan Peraturan,  Direktur  Jenderal  Bea

dan  Cukai dan  kawan-kawan berdasarkan  Surat  Kuasa

Khusus  Nomor  SKU-57/BC.06/2024,  tanggal  7  Februari

2024;

Termohon Peninjauan Kembali;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca  surat-surat  yang  bersangkutan  yang  merupakan  bagian

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  surat-surat  yang  bersangkutan,

ternyata  Pemohon  Peninjauan  Kembali  telah  mengajukan  permohonan

peninjauan  kembali  terhadap  Putusan  Pengadilan  Pajak  Nomor  PUT-

012663.47/2022/PP/M.XVIIB  Tahun  2023,  tanggal  4  Oktober  2023,  yang

telah  berkekuatan  hukum  tetap,  dalam  perkaranya  melawan  Termohon

Peninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa kekurangan 
pembayaran Bea Masuk, PDRI, dan Sanksi Administrasi adalah
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Bea Masuk : Rp 0,00

PPN : Rp 0,00

PPh Pasal 22 : Rp 0,00

Denda : Rp 0,00

Total : Rp 0,00

Mengingat Pemohon Banding telah melakukan pembayaran atas 

SPKTNP-343/WBC.11/2022 tanggal 13 September 2022 Rp805.834.000. 

Dengan rincian sebagai berikut:

Bea Masuk : Rp 732.576.000,00

PPN                        : Rp 73.258.000,00

PPh Pasal 22         : Rp  0,00

Denda                     : Rp         0  ,00 ( + )  

Total : Rp 805.834.000,00

Maka dengan demikian terdapat kelebihan pembayaran Bea Masuk, 

PDRI, dan denda dengan rincian :

Bea Masuk : Rp 732.576.000,00

PPN                        : Rp 73.258.000,00

PPh Pasal 22         : Rp     0,00

Denda                    : Rp         0  ,00 ( + )  

Total : Rp 805.834.000,00

Dengan jumlah sebesar Rp805.834.000,00

Pemohon  Banding  memohon  kepada  Majelis  Hakim  untuk

menetapkan agar kelebihan tersebut dikembalikan;

Menimbang,  bahwa atas  banding tersebut,  Terbanding mengajukan

Surat Uraian Banding tanggal 13 Februari 2023;

Menimbang,  bahwa  amar  Putusan  Pengadilan  Pajak  Nomor  PUT-

012663.47/2022/PP/M.XVIIB  Tahun  2023,  tanggal  4  Oktober  2023, yang

telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak  banding  Pemohon  Banding  terhadap  Keputusan  Direktur

Jenderal Bea dan Cukai Nomor SPKTNP-343/WBC.11/2022 tanggal 13

September 2022 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif  dan/atau Nilai

Pabean  (SPKTNP),  atas  nama  PT  Panasonic  Gobel  Life  Solutions
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Manufacturing  Indonesia,  NPWP  01.069.575.7-055.000  beralamat  di

Kawasan Industri Menara Permai, Jalan Narogong KM. 23. 85 Dayeuh,

Cileungsi Bogor 16820;

2. Menetapkan  pembebanan  tarif  bea  masuk  atas  barang  impor  yang

diberitahukan  dengan  41  (empat  puluh  satu)  Pemberitahuan  Impor

Barang  (PIB)  yang  disengketakan  sebagaimana  Laporan  Hasil  Audit

Nomor  LHA-32/WBC.112/IP/2022  tanggal  6  September  2022,  dengan

pembebanan tarif yang berlaku umum (MFN) dan tidak mendapatkan tarif

bea masuk preferensi sesuai dengan SPKTNP-343/WBC.11/2022 tanggal

13 September 2022;

3. Menyatakan  tagihan  bea  masuk  dan  pajak  dalam rangka  impor  yang

masih harus dibayar sebesar Rp805.834.000,00 (delapan ratus lima juta

delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang,  bahwa  sesudah  putusan  terakhir  ini  diberitahukan

kepada  Pemohon  Peninjauan  Kembali pada  tanggal  20  Oktober  2023,

kemudian  terhadapnya  oleh  Pemohon  Peninjauan  Kembali diajukan

permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan

Pajak pada tanggal 9 Januari 2024, dengan disertai alasan-alasannya yang

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 9 Januari

2024; 

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali  a quo beserta

alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

diajukan  dalam  tenggang  waktu  dan  dengan  cara  yang  ditentukan  oleh

Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985  tentang  Mahkamah  Agung

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto

Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2002  tentang  Pengadilan  Pajak,  maka

permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang,  bahwa berdasarkan Memori  Peninjauan Kembali  yang

diterima tanggal 9 Januari 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari  Putusan  ini,  Pemohon  Peninjauan  Kembali  memohon  kepada

Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:
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1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Peninjauan Kembali

atas  Putusan  Pengadilan  Pajak  Nomor

PUT-012663.47/2022/PP/M.XVIIB  Tahun  2023  yang  dimohonkan  oleh

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

2. Membatalkan  Putusan  Pengadilan  Pajak  Nomor

PUT-012663.47/2022/PP/M.XVIIB  Tahun  2023  sengketa  atas

ketidaksesuaian  pengisian  kode  di  kolom  19  Pemberitahuan  Impor

Barang (PIB) karena telah dibuat dengan pertimbangan yang keliru dan

penilaian yang tidak adil, mengabaikan bukti dari fakta yang terungkap

dalam  persidangan,  serta  bertentangan  dengan  asas  keadilan  dan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku; dan

3. Menghukum  Termohon  Peninjauan  Kembali  untuk  membayar  semua

biaya dalam perkara a quo sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau :

Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili

permohonan  Peninjauan  Kembali  ini  berpendapat  lain,  maka  mohon

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,

Termohon  Peninjauan  Kembali  telah  mengajukan  Kontra  Memori

Peninjauan  Kembali  pada  tanggal  7  Februari  2024,  yang  pada  intinya

putusan  Pengadilan  Pajak  sudah  tepat  dan  benar  serta menolak

permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang,  bahwa  terhadap  alasan-alasan  peninjauan  kembali

tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti  dan menguji kembali dalil-dalil

yang  diajukan  dalam  Memori  Peninjauan  Kembali  oleh  Pemohon

Peninjauan  Kembali  dihubungkan  dengan  Kontra  Memori  Peninjauan

Kembali  yang  diajukan  oleh  Termohon  Peninjauan  Kembali,  serta

melakukan  penilaian  kembali  fakta-fakta  dan  bukti-bukti  yang  terungkap

dalam  persidangan  serta  memperhatikan  pertimbangan  Majelis  Hakim

Pengadilan Pajak, dengan mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis,
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dan  yuridis,  Majelis  Hakim  Agung  menetapkan  putusan  dengan

pertimbangan: 

Menimbang,  bahwa terkait  sengketa  a quo berupa substansi  yang

telah  diperiksa,  diputus  dan diadili  oleh Majelis  Hakim Pengadilan Pajak

dengan  benar,  sehingga  Majelis  Hakim  Agung  berpendapat  untuk

mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan

Pajak a quo, karena atas 41 dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor LHA-32/WBC.112/IP/2022 tanggal

6 September 2022, yang diberitahukan dengan menggunakan fasilitas tarif

preferensi  dalam  rangka  Free  Trade  Agreement (FTA),  tidak  memenuhi

ketentuan prosedural  pencantuman kode  fasilitas  berdasarkan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.04/2020, Peraturan Menteri Keuangan

Nomor  131/PMK.04/2020  dan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor

169/PMK.04/2020, maka atas barang impor in casu sudah tepat dikenakan

tarif bea masuk yang berlaku umum (Most Favoured Nation/MFN), sesuai

Keputusan Termohon Peninjauan Kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang tentang

Pengadilan  Pajak,  Majelis  Hakim  Agung  berpendapat  bahwa penerbitan

Keputusan Tata Usaha Negara in litis oleh Terbanding sekarang Termohon

Peninjauan  Kembali  telah  memiliki  validitas  hukum  dan  dilakukan

berdasarkan  kewenangan,  prosedur  dan  substansi  hukum  yang  secara

terukur  (Rechtmatigheid van bestuur dan Presumptio iustae causa) dalam

rangka  penyelenggaraan  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  yang  Baik

(AAUPB);

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  di  atas,  maka

permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan

Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,

maka  biaya  perkara  dalam  peninjauan  kembali  ini  harus  dibebankan

kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal  dari  Undang-Undang Nomor  48 Tahun

2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun
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1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan

Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2004  dan  perubahan  kedua  dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang

terkait;

MENGADILI:
1. Menolak  permohonan  peninjauan kembali  dari  Pemohon Peninjauan

Kembali  PT  PANASONIC  GOBEL  LIFE  SOLUTIONS
MANUFACTURING INDONESIA;

2. Menghukum  Pemohon Peninjauan Kembali  membayar  biaya perkara

pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus

ribu Rupiah);

Demikianlah  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis

Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin,

S.H.,  C.N.,  Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

sebagai  Ketua  Majelis,  bersama-sama  dengan  Dr.  Cerah  Bangun,  S.H.,

M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung

sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

hari  itu  juga  oleh  Ketua  Majelis  dengan  dihadiri  Hakim-Hakim  Anggota

tersebut, dan  Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri

oleh para pihak.

Anggota Majelis: Ketua Majelis,

ttd. ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.
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Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:
1. Meterai Rp      10.000,00
2. Redaksi Rp      10.000,00
3. Administrasi PK Rp     2.48  0  .000,00  

Jumlah Rp 2.500.000,00
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